
BERITA DAER AH 

KABUPATEN SIMALUNGUN 

NOMOR 1 3 9  TAHU! 2 0 1 2  

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

NOMOR 28 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BIDANG RETRIBUSI HJIN USAHA PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 

8 T ahun 2011 tentang Retribusi Perizinan T ertentu, maka sesuai ketentuan 

pasal 22 dan pasal 59 Peraturan Daerah dimaksud perlu ditindaklanjuti 

dengan penerbitan Peraturan Bupati Simalungun.  

b. bahwa berdasarkan perimnbangan pada huruf "a" di atas, perlu diatur 

petunjuk teknis pelaksanaan terhodap Retribusi lzin Usaha Perikanan 
dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud pada huruf a don 
huruf b perlu membentuk Peraturan Bupoti Simalungun tentang petunjuk teknis 

pelaksanaan P e r a t u r a n  D a e r a h  Nomor 8 T ahun  -  2011 tentang Retribusi ijin ,  
Usaha Perikanan: 

M e n i m b a n g :  a .  

M e n g i n g a t  1 .  U n d a n g - U n d a n g  Nomor 7 Dr+ Tohun 1956 entangy Pembentukn Daerah 
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatere (Iara (\embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 6  Nomor 

%  j  i  

5 8 ,  Tambahan Lernbaran Negara R e p u bl i k  Indonesia Nomor 1092); 

cara P i d a n a  (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

3 .  Undang-Undang Nomor 3\ Tahon 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, Tamboahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kal i ,  terckhir dengon Undang-Undang Nomor 12  Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun 2008 Nomor 59, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 130, 

T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8 .  Peraturan Pemer intah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang­ 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Repub l ik Indonesia Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 T ahun 2002 ten tang Usaha Perikanan 

(Lembaran Negara Repub l ik Indones ia T ahun 2002 Nomor 100, T ambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia INomor 4230); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun 2007 Nomor 82, T ambahan Lem baron Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737; 

l l .  Peraturan Daerah Kabupaten S ima lungun Nomor 17 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tota Kerjo Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun 

(Lembaran Daerah Kabupaten S ima \ungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D · .  

Nomor 16) sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Simalungun Nomor 2 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten S ima lungun Nomor 17  Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2 ) ;  

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Sima lungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan T ertentu (Lem baron Daerah Kabupaten S ima lungun T ahun 

2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8) ; 



13 .  Peraturan Menteri Kelauton dan Perikanan Republik Indonesia 

No. Per.12/Men/2007 tentang Usaha Pembudidayaan Ikon; 

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atos 

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 T ahun 2009 tentang Rincian T ugas, 

Fungsi don Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 

Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN · BUPATl SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2O11 TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BIDANG RETR IBUSI IJIN USAHA 

PERI KANAN . 

BAB i 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adaloh Kabupaten Simalungun ; 

s 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah menu rut Azas Otonomi don T ugas Pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Bupati adalah Bupati S imalungun ; 

4 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yong selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten S i m a l u n g u n ;  

5. Satuan Kerja Perangkat Doeroh yang selanjutnya disingkat SKPD ada lah perangkat 

daerah yang bertanggungjawab don berwenang d a l a m  melaksanakan pengelolaan don 

pemungutan pajak daerah; 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertehtu di bidang perpajakan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melalukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan l a i n n y a ,  Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dona pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi mass, 

organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 



8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 

pemboyaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badon; 

9. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaluran dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna me l indungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penge lolaan don 
pemanfaatan sumber daya ikan dan l ingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 

pengolahan sampai dengan pemasaran yang d i laksanakan da lam suatu usaha perikanan; 

1 1 .  Usaha Perikanan ada lah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap 

atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan meny impan, mendinginkan atau 

mengawetkan ikan untuk tujuan komersil; 

12 .  Perusahaan Perikcinan lnd6nesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan 
dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; 

13.  Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau 
membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk 
kegiatan yang menggunakan kapa l untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya; 

14.  Pembudidaya lkan Kecil ada lah orang yang mata pencahariannya melakukan 

pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 

15 .  lzin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP, adalah lzin tertulis yang harus dimi l ik i 

perusahaan/perorangan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum da lam lz in tersebut; 

16 .  Surat Rekomendasi Pembudidayaan lkan adalah rekomendasi tertulis yang memuat 

persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan 
Peternakan Kabupaten S imalungun; 

l7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi; 

18 .  Unit adalah satuan ukuran yang digunakan untuk menghitung jum lah keramba jaring 
apung dengan ketentuan setiap unit dapat terdiri dari 1 lubang/kantong; 

19 .  Luas lahan ada lah satuan ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah kolam air 
tenang, kolam air deras dan ko lam pembenihon ikan ;  

20. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya d isingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia; 

21 .  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badon yang menurut peraturan 
perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 

22. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu ada lah orang pribadi atau Badon yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu; 



• 

23. Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah reribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta; 

24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang selamanya ditetapkan oleh Kepala 

Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang; 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan 

yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terulang; 

26. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang 

digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi 

yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Boyar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah 

kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi don jumlah yang masih harus dibayar; 

28. S u r a t  Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya d i si ngk a t 

SKRDKBT adalah surat k e p u l u s a n  yang menentukan I a m b a h a n  atas jumlah retribusi yang 

telah ditetapkan; 

29. Su rat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya d isingkat SKRDLB ad alah 

surat keputusan yang rnenentukan j u m l ah  kelebihan pembayaran retribusi karena jum lah 

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 

terutang; 

30. Surat Tagihan Retribusi Doerah yang selanjutnyo disingkat STRD adalah surat untuk .  
melakukan tagihan retribusi, dan alau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

3 1 .  T  anda Pencatatan Kegiatan Perikanan yang selanjuinya disingkat TPKP ada lah tanda 

pencatatan yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan 

usaha perikanan. 

BAB I 

WIUAYAH PENGELOIAAN PERIKANAN 

Pasal 2 

Wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten S imalungun meliputi perairan Kabupaten 
Simalungun; sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan 
serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Kabupaten Simalungun. 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan perikanan da1om wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten S ima lungun 
dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal don berkelanjutan, serta terjaminnya 

kelestarian sumber daya ikan; 

(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan 
hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. 



BAB Ill 

NAMA DAN OBIEK RETRIBUS 

Pasal 4 

(1) Dengan nama lzin Usaha Perikanan (lUP) dipungut retribusi izin usaha sebagai 
pembayaran atas jasa pemberian lzin Usaha Perikanan dan Pembinaan T eknis; 

(2) Dengan nama T anda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dipungut retribusi usaha 
perikanan sebagai pembayaran atas jasa pembinaan usaha perikanan; 

(3) lzin Usaha Perikanan (UP) diterbitkan oleh Bupati Simalungun, sedangkan Tanda 
Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) diterbi tkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan 
Kabupaten Sima lungun; 

(4) Setiap penerbitan lz in Usaha Perikanan (UP) a tau Tand a Pencatatan Kegiatan Perikanan 
(TPKP) diwajibkan memiliki rekomendasi teknis dari instansi terkait 

Pasal 5 

() Objek Retribusi Pembinaan Usaha Perikanan ada I ah orang pribadi atau Badon yang 
melakukan kegiatan usaha pengelolaan perikanan budidaya; 

(2) Objek Retribusi Pembinaan Usaha Perikanan sebagaimana yang tercantum pada pasal (1l) 

diwajibkan kepada: 

a .  Untuk pembesaran ikan yang menyebar dibeberapa tempat/lokasi dengan areal 
lahan di :  
- Kolam Air Tenang dengan luas lahan lebih besar dari 20.000 M; 

- Kolam Air Deras dengan luas lahan lebih besar dari 500 M; 

b. Pembenihan ikan dengan luas lahan lebih besar dri 7.500 M; 
c. Keramba Jaring Apung (KJA) dengon jumloh un i t  KA lebih besar dari 30 un i t  dengan 

ketentuan ukuran l unit KJA lebih besar atau sama dengan 3 3 2,5 M?'; 

(3) Objek T anda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) ada lah kegiatan usaha pengelolaan . 
dan pembudidayaan ikan meliputi: 
a .  Untuk pembesaran ikan yang menyebar dibeberapa tempat/lokasi dengan areal lahan 

di :  
Kolam Air Tenang dengan luas lahan lebih kecil atau sama dengan 20.000 M; 

Kolam Air Deras dengan luas lahan lebih kecil atau sama dengan 500 M?; 
b. Pembenihan ikan dengan luas lahan lebih kecil atau sama dengan 7.500 M; 

c. Keramba Jaring Apung (KJA) dengan jumlah unit KJA leb ih kecil atau soma dengan 30 

unit dengan ketentuan ukuran l unit KJA lebih besar atau sama dengan 3 3 2,5 M'. 

Pasal 

Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan dan T anda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) ada lah 

perorangan atau badan yang memperoleh lzin Usaha Perikanan (IUP) don T anda Pencatatan · 
Kegiatan Perikanan (TPKP). 



Pasal 7 

- ·  Retribusi lzin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) termasuk 

4 golongan Retribusi lzin Tertentu. 

Pasal 8 

Tata cora dan Svarot-Swarat Penerbitan TPP 
I , 

Untuk memperoleh TPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, setiap orang atau badan yang 

melakukan kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan wajib mengajukan permohonan 

kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun dengan melampirkan: 

a. Rencana Usaha; 

b. Laporan hasil produksi/rencana produksi setiap periode pemeliharaan; 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

Foto copy Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum/Koperasi yang berbentuk badan 

usaha ;  

Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Perorangan; 

Foto Copy Kartu Tonda Penduduk (KTP) Penanggung jawab keg iatan usaha ; 

Pas foto penanggung jawab kegiatan sebanyak empat lembar ukuran 4 x b cm; 

Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pangulu/Lurah don Carnot setempot; 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan oleh lnstansi T eknis 

terkait. 

Pasal 9 

Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jaso Retribusi 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi lzin Usaha Perikanan/Tand a Pencatatan Kegiatan Perikanan 

(TPKP) berdasarkan jenis usaha dan jangka waktu. 

Posol 10 

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan/Tanda 

Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian 

atau seluruh biaya pemberian lzin Usaha Perikanan (IUP)/T anda Pencatatan Kegiatan 
Perikanan (TPKP); 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian lzin Usaha Perikanon (IUP)/Tanda Pencatatan 

Kegiatan Perikanan (TPKP) sebagaimana dimnaksud pada ayat (l) meliputi penerbitan 

dokumen lzin Usaha Perikanan/Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP), pengaturan 
dan pengawasan di lapangan, pemantauan kesehatan ikan, pemantauan kualitas air, 
monitoring pembinaan, penegakan hukum,  penatausahaan dan bioya dampak negatif 

dari pemberian lzin Usaha Perikanan (IUP)/T anda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP). 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

%  



Pasal 1l 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

(l) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut: 
Jenis Usaha Perikanan Retribusi 

No. 
(Budidaya) (Rp) 

l. Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum Rp 50.000.-/unit/tahun 

2. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang Rp 50.000.-/luas 
lahan/tahun 

- 

3. Usaha pembudidayaan ikan di koiam air deras Rp 50.000.-/las 

lahan/tahun 

4. Usaha keramba jaring apung Rp 50.000.-/unit/tahun 

5. Pembenihan Ikan Rp 50.000.-/ luas 
lahan/tahun 

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) ditetapkan 

sebagai berikut: 

Jenis Usaha Perikanan Retribusi 
No. 

(Budidaya) (Rp) 

1 .  Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum Rp 30.000.-/unit/tahun 

2. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang Rp 30.000.-/ luas 

lahan/tahun 

3. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras Rp 30.000.-/luas 
lahan/tahun 

4. Usaha keramba jaring apung Rp 30.000.-/unit/tahun 

5. Pembenihan Ikon Rp 30.000.-/luas 

lahan/tahun 

(3) Kewajiban memiliki T anda Pencatatan Keg iatan Perikanan (TPKP) dikecualikan bagi usaha di 

bidang usaha pembudidayaan keramba jaring apung dengan jumlah unit lebih kecil dari 5 
unit; 

(4) Masa berlaku T anda Pencatatan Kegiatan Per ikanan (TPKP) selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang. 



BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 12  

• Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

BAB V 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 13 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD. 

BAB VI 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal i 4  

Tata Cara Perungutan 

(l) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau 

dokumen lain yang dipersamakan; 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kuitansi 

yang diterbitkan oleh Dinos Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun ; 

(4) Pencetakan blanko SKRD atau dokurnen lainnya dibebankan kepada Anggaran Dinos 

Pendapatan don Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun ;  

(5) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pada Dinas Perikanan dan 
Peternakan Kabupaten Simalungun; 

(6) Petugas pemungut retribusi pada Dinos Perikanan don Peternakan Kabupaten Simalungun 

yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinos. 

D ' £  
r  as0 l b  

Tata Cara Pembayaran Wajib R e t ri b u s i  

(l) Pembayaran retribusi yang terutang d i l u n a s i  s e k a l i g u s ;  

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat- lambatnya 15 ( l imo  belas) h a r i  sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang d i p e r s a m ak a n ;  

(3) S K R D ,  S K R D K B ,  SKRDKBT, STDR, S u r a t  K e p u t u s a n  P e mb e t ul a n ,  S u r a t  Keputusan Keberatan 

don Putusan Banding yang menyebutkan j u ml ah  retribusi yang h a r u s  b e r t a m b a h ,  harus 

d i l u n a s i  d al a m  jangka waktu paling lama 1  (satu) bulan sejak t a n g g a l  diterbitkan Surat . 
Keputusan tersebut; 

(4) Kepala Daerah atas permohonan wajib rel-ribusi dapat memberikan persetujuan kepada 

wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan 
terpenuhi; 



(5) Petugas pemungut retribusi selanjutnya melakukan penagihan retribusi kepada wajib 
retribusi, kemudian menyetorkan kepada Benda hara Penerima pada Dinas Perikanan dan 
Peternakan Kabupaten Simalungun; 

.• (6) Bendahara Penerima Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun selanjutnya 
menyetor ke kas daerah. 

Pasal 16 

Sanksi Administratif 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan 

sanksi administras i berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang 

terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan 

Retribusi Daerah (STRD). 

Pasal 17 

Tata Cara Penagihan 

(l) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran; 

(2) Surat teguran sebaga i m a n a  d i m ak s u d  pada ayat (l), awal ti n d ak a n  p e l a k s a n a a n  

p e n a g i h a n  retribusi d i k el u a rk a n  segera s e t e l a h  7 (tujuh) h a r i  sejak jatuh tempo 

pembayaran; 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat t e g u r a n ,  wajib retribusi harus 

melunasi retribusi yang terutang; 

(4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, S T R D ,  Surat Keputusan 

Pembetulan,  Surat Keputusan Keberatcn d on Putusan Banding yang ti dak atau kurang 

bayar oleh wajib retribusi pada woktunya dapat ditagih; 

(5) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang­ 

undangan yang berlaku. 

BAB VII 

PEMANFAATAN 

Pasai 18  

Pemanfaatan dari masing-masing dari jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 

berkaitan langsung dengcin penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

BAB VIII 

KEBERATAN 

Pasal 19 

(l) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan haya kepada Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 



(2) Keberatan diajukan secara iertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan 
yang jelas; 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
SKRD diterbitkan, kecuali jika Vajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

(4) Keadaan di luar kekuasciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu 
keadaan yang terjadi di luar kohendak atau kekuasaan Wajib Retribusi; 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan 
penagihan Retribusi 

Pasal 20 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama (6) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima 
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat 
Keputusan Keberatan; 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah untuk memberikan kepastian 
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh 

Bupati; 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutong; 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimona dimaksud pado ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak 

meberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 21 

(l) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi dikembalikan dengan ditombah imbalan bunga sebesar 2 % (duo persen) sebulan 
untuk paling lama 12  (dua belas) hari ; 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sejak bulan pelunasan 

sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

BAB IX 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 22 

(l) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati; 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama ~ (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud poda ayat (l), 

harus memberikan keputusan; 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 

paling lama l (satu) bulan; 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Retrlbus! tersebut; 



(5) Pengemblian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (du) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau 
SKRDLB; 

(6) Jika pengembalan kelebihan pembayaran Retr ibusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, 
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi; 

(7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; 

(8) Atas perhitungan sebagaimana ayat (l) diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku 

juga sebagai bukti pembayaran. 

BAB X 

K A D A L U W A R S A  

Pasal 23 

(1) Hok untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib retribusi melakukan 
tindak pidana di bidang Retribusi; 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimano dimaksud ayat (l) tertangguh jika: 
a.  diterbitkan surat teguran; atau 
6. ado pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung; 

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat T eguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , 
kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tangga l diterimanya Surat T eguran tersebut; 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 6, 
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyotakan masih mempunyai utang 
Retribusi don be lum melunosinya kepada Pemerintah Daerah; 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 24 

(l) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kadaluarsa dapat dihapuskan; 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah 
kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 



BAB XI 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal25 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang 
Retribusi Daerah; 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 
a.  Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasar don dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu 

dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 
c. Memberikan keterangan yang diperlkan. 

· BAB XII 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 26 

(l) Tarif Retribusi ditinjau kembali pa l ing lama 3 (tiga) tahun seka l i ; 

(2) Peninjaun tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga don perkembangan perekonom ian . 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (limo) tahun 
terhitung sejak saat terutang. 



BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pascl 28 

Dengan ditetapkannya Peraiuran Bupati in i ,  maka segala ketentuan dan Peraturan yang 

bertentangan dengan Peraturon Bupoti i n i ,  dicobut dan dinyatakan tidak berlaku lag i  

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal di te tapkan.  

Agar setiap orang dapat mengethuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten S imalungun .  
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2012 
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